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Highlights Overview Pagu Indikatif Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2026 

 

• Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, Kementerian Negara dalam Kabinet Merah 

Putih Periode Tahun 2024-2029 sebanyak 48 Kementerian. Kementerian Hukum dan HAM merupakan 

salah satu instansi yang mengalami transformasi menjadi 4 Kementerian yaitu Kementerian Hukum, 

Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dikoordinasikan 

oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan 

Republik Indonesia. 

• Pada tahun 2024, Kemenkumham memiliki  2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Kinerja. Dari kedua 

Indikator Kinerja Utama Menteri Hukum dan HAM Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa Indikator 1 

“Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat” tercapai 117,09% dan Indikator 2 “Indeks Reformasi 

Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” belum dapat dilakukan perhitungan capaian 

karena Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2024 masih dalam penilaian Kementerian PAN-RB. 

 
Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis dan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 

 

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Ham, 2024 

• Pada Kementerian Hukum, pagu anggaran tahun 2025 mencapai Rp 5.06 triliun, dengan nilai efisiensi 

sebesar Rp1.68 triliun, yang mencerminkan penerapan kebijakan efisiensi anggaran sebesar 33,1% 

sebagai hasil pembahasan dengan DPR dan tindak lanjut Inpres 1/2025. Sementara itu, untuk tahun 

2026, pagu mengalami penurunan menjadi Rp3.93 triliun. Penurunan ini sejalan dengan kebijakan 

penghematan dan penyesuaian struktur kelembagaan yang baru terbentuk. 

• Perkembangan pagu belanja berdasarkan program pada Kementerian Hukum tahun 2025, alokasi 

terbesar diberikan kepada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp4.26 triliun, diikuti oleh Program 

Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp751,52 miliar, dan Program Pembentukan Regulasi 

sebesar Rp53,68 miliar. Tahun 2026 menunjukkan pola yang hampir sama, namun dengan nilai yang 

sedikit menurun akibat pagu total yang berkurang. 

• Komposisi anggaran Kementerian Hukum tahun 2025 memperlihatkan bahwa 84,1% dari total anggaran 

dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen, Ini mencerminkan fokus utama lembaga pada 

penguatan manajemen internal dan dukungan administratif, ditujukan sebagai fondasi awal karena 

lembaga ini merupakan hasil pemisahan dan reorganisasi struktural. 
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